BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR  TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023. -

L.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan ,Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

6.

10,

11.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

" Peranglint Daseat (Lembaren, Hooper pun S018 tentang
Tahun 2016 Nomor ’1 14an?I‘n Nle)gl;ra e
Republik Indonesia Non’l ar§8§ ¥ Lemb_al‘an s
diubah dengan Peraturan 012 '7) il

emerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402); .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067),

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

Menetapkan
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut : '

a. Pendapatan Daerah :
Rp. 4.329.752.442.663,00

1. Semula .ciieinciacrsiiotiociissscosion
2. Bertambah /(berkurang)........ Rp. 50.243.830.210.00
Jumlah setelah perubahan........ Rp. 4.379.996.272.873,00
b. Belanja Daerah : ’

1. Semula ....couiiinssarensieasiinannis Rp. 4.356.752.442.663,00
2. Bertambah/(berkurang)........ Rp. 195.650.963.623,00
Jumlah setelah perubahan......... Rp. 4.552.403.406.286,00

Surplus/(defisit) setelah "
Rp. (172.407.133.413,00)

perubahan.........cooeeeeiimiininne
c. Pembiayaan Daerah : .
1. Penerimaan pembiayaan
a) Semula....
b) Bertambah / berkurang) b
Jumlah setelah perubahan... Rp.

. Rp. 45.000.000.000,00
Rp. 129.907.133.413,00
174.907.133.413,00




(2)

(8)

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semiuld... .. R
.................... p. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)... Rp. (15.500.000.000,60]
Jul.nlah setelah perubahan... Rp. 2.500.000.000,00
Pembiayaan netto setelah ’
perubahafl.......viiiiiiiiiiniininn. Rp. 172.407.133.413,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
Setelah Perubahan.................... Rp. 0,00

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1. SeffiUlBoarmiimisin Rp. 1.539.071.186.096,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 52.600.498.215,00
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 1.591.671.684.311,00

b. Pendapatan Transfer
1. Semuila;ssasasizanssisiisisyss Rp. 2.790.681.256.567,00

2. Bertambah/(berkurang).... Rp. (2.356.668.005,00)
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 2.788.324.588.562,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

Rp. 1.228.083.193.305,00

2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 40.000.000.000.00
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 1.268.083.193.305,00

b. Retribusi Daerah
05.838.378.704,00

1. Semula.: ;i sEiisasaersqes Rp.
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 12.000.000.000.00
107.838.378.704,00

Jumlah setelah perubahan.... Rp.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan .
1. Semuula:iissaie::isigiisrississsonss Rp. 21.867.488.711,00

2. Bertambah/(berkurang).... Rp. (2.186.119.785,00)
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 19.681.368.926,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah
1. Semula.....ccceveiiuvrrnneenvennees Rp. 193.282.125.376,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 2.786.618.000,00

Jumlah setelah perubahan.... Rp: 1196.068.743.376,00
Pendapatan Transfer sebagaimana dimalksud pada ayat 1
huruf b terdir dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

1. SO s esisssisersnnzine KRB 2,6531.967.690.000,00

2 Bertam“bah/’(befkurang)‘... Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan.... Rp. 2.531.967.690.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar

Daerah

1. SemUlA...ccieerierrmmeneemrinansens Rp. 258.713.566.567,00
5. Bertambah/(berkurang).... Rp. (2.356.668.005,00)
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 256.356.898.562,00




Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaim di
Bredie g g ana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a. Belanja Operasi
1. Semula..... R
.......................... p. 3.106.781.482.240,00
ﬁ. B?r;amlzalhﬁ(berkurang).... Rp. 124.946.252.507,00
umlah setelah perubahan.... Rp. :
s, Belanla Medal p. 3.231.727.737.747,00
1. Semula..... R; . 6O 7.140,0
.......................... p. 654.696.367.140,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 77.078.147.434,00

Jumlah setelah perubahan.... R 731.77
c. Belanja Tidak Terduga p. 774.514.574,00

1. Semula....... R
_ ‘ e p. 50.000.000.000,00
2. Bertambalt/(berkurang).... Rp. (35.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 15.000.000.000,00
d. Belanja Transfer : ,
1. Semula............. R
.................. . Rp. 545.274.590.283,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp.
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 28.626.563.682.,00

‘ _ Rp. 573.901.153.965,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1. Setiulasssssssasioiiiseiine. Rp. .1.605.330.460.015,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. _(103.268.547.566,00)
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 1.502.061.912.449,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semitila,: imesiesinienissisgizerss Rp. 1.340.770.677.860,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 139.405.665.266,00
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 1.480.176.343.126,00
c. Belanja Hibah
1, Sermilla. o osasstssrsunisgassni Rp. 160.596.887.365,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 86.806.394.807,00
Jumlah setelah perubahan..... Rp.  247.403.282.172,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semitke. ossimssassinansiasesissan Rp. 83.460.000,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 2.002.740.000,00
Jumlah setelah perubahan..... Rp. 2.086.200.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Modal Tanah ,
1. Semula.....cccocivienvvreaniianianens Rp. 16.237.362.411,00
2. Bertambah/(berkurang).... Rp. (5.183.493.718,00
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 11.053.868.693,00
b. Belanja Modal Peralatan dan

Mesin
1. Semula...ccccovvenerernrrenrenienens Rp. 120.904.180.534,00

2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 6.824.770.778,00
Jumlah setelah perubahan.... Rp. 127.728.951.312,00
c. Belanja Modal Gedung dan

Rp. 111.596.847.753,00

1. Semula....ccccevmvaeremnermnnmaeenes
9. Bertambah/(berkurang).... Rp. (14.189.979.348.,00)
97.406.§68.405,00

Jumlah setelah perubahan..... Rp.




(4)

(5)

(1)

(2)

d. Belanja Modal Jalan
Jaringan dan Irigasi ’
1. SemMlBcsisgaeesisissersses Rp
2. Bertambah/(berkurang).... . Rp.
Jumlah setelah perubahan..... Rp.
€. Belanja Modal Aset Tetap .
Lainnya
1. Semulascisssinsiiniissiisiss Rp
2. Bertambah/(berkurang).... Rp:
Jumlah setelah perubahan..... Rp.
f. Belanja Modal Aset Lainnya
1. Seffill&sisssiisssssinpinneians Rp.
2. Bertambah/(berkurang).... Rp.
Jumlah setelah perubahan..... Rp.

397.059.601.242,00
77.540.800.737.00

474.600.401.979,00

8.898.375.200,00
11.260.740.985,00

20.159.116.185,00

0,00
825.308.000,00
825.308.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga
1. Semula s tsssssasiasisssasuniss Rp.
2. Bertambah/(berkurang).... Rp.
Jumlah setelah perubahan.... Rp

50.000.000.000,00
(35.000.000.000,00) .

15.000.000.000,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d

terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Bagi Hasil

2. Bertambah/(berkurang).... Rp.

Jumlah setelah perubahan.... Rp.
b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semuila jisssssiessisintossasssanis Rp.

2. Bertambah/(berkurang).... Rp.

Jumlah setelah perubahan.... Rp.

Pasal 4

70.485.991.283,00
0.201.983.082.00

79.687.974.365,00

474.788.599.000,00
19.424.580.600.00
494.213.179.600,00

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c terdiri dari :
a. Penerimaan
1. SemuUla...ccoeevrnrrarrerenreasuieens Rp.
9 Bertambah/(berkurang).... Rp.
Jumlah setelah perubahan.... Rp.
b. Pengeluaran
1. SemuUla....coerirreeerermmmnsannees

Penerimaan sebagaimana dimaksud

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih  Perhitungan
Anggaran Tahun anggaran
Sebelumnya '
1. SemUla.....ceeeseeeeeeemnnmenresse

Rp.
2. Bertambah/ (berkurang).... Rp.
Jumlah setelah perubahan.... Rp.

Rp.

2. Bertambah/ (berkurang).... Rp.
Jumlah setelah perubahan.... Rp.

45.000.000.000,00
129.907.133.413.00
174.907.133.413,00

18.000.000.000,00
(15.500.000.000,00)

2.500.000.000,00

pada ayat 1 huruf a

45.000.000.000,00
129.907.133.413.00

174.907.133.413,00



(3) Pengeluaran sebagai

agaimana dimal
merupal - csud pada ayat 1 hur :
pakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemegielllta}'x g:;lafhP

a. Semula...........
Y Bertambah/(be‘:i-‘l.{ﬂl'- ................ Rp. 18.000.000.000,00
ang)......... ( ( ., 0)
Jumlah setelah perubahan......... gg 152.55000(;:)00000'0000000(;)0
Pasal 5

Uraian lebih lanjut men i
dan Belanja Daerah genai Perubahan Anggaran Pendapatan
; ah sebagaimana dimaksud
sebagaimana tercantum dalam L o dalam Pasal 1,
bagian tidak terpisahl : ampiran yang merupakan
‘pisahkan dari Peraturan D ini iri i
1. Lampiran I Ringle : aerah ini, terdiri dari:
Diilg »e}??{n ' Perubahan APBD yang
Pen C?asll);t::ll ]g/it;;lllll'rutdKelompok dan Jenis
g ) a i .
2. Lampiran II Ringkasan Perﬁ]b’ah:?l Pem:IIDaBylgan,
Diklasifikasi 1St
asi Menurut Urusan Pemerintahan
' .D{:le:l:_ah dan Organisasi;
3. Lampiranlll  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Kegiatan,Kelompok, Jenis
. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; )
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian
Menumt 'Urusan Pemerintahan Daerah,
Orgz_a.msam, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Beserta Indikator dan Target
. Kinerjanya; :
5. Lampiran V Rekapitulasi  Belanja Daerah  Untuk
Keselarasan dan  Keterpaduan Urusan
Pemerintah  Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM,;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada perubahan RKPD dan
Perubahan  PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;
Sinkronisasi Programl Prioritas - Nasional

dengan Program Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah.
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX
10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII .
Investast Daerah Lainnya,

13. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangarl Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy
Years);

15. Lampiran xy Daftar Dana Cadangan ; dan

16.

Lampiran XVI

Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat
melak.ukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
Bukaq merupakan kegiatan normal dari aktifitas
Pfemerm_ta_h Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
G Bera(.ig c'iiluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan

daerah.

a.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan -

Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 2023
BUPATI DELI SERDANG,

ASHARI TAMBUNAN



. Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Lampiran |
Serdang
Nomor
Tanggal
KABUPATEN DELI SERDANG

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
5 | Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Uraian
Kode Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
24 |PENDAPATAN DAERAH
ERAH
4 :’:AN;;A"”AN ASLI DAERA 1.539.071.186.096 1.591.671.684.311 52.600.498.215| 3%
4101 Pajak Daerah 1.228.083.193305|  1.268.083.193.305 40.000.000.000f 3%
4102 Retribusi Daerah 95.838.378.704 107.838.378.704 12.000.000000| 13%
Hasil Pengelolaan Kekayaan 21.86
it .867.488.711 19.681.368.926 186.119.78 10%
2103 Daerah yang Dipisahkan 681.368.9 @186 3) =
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 193.282.125.376 196.068.743.376 2786618000 1%
42 PENDAPATAN TRANSFER 2.790.681.256.567 2.788.324.588.562 (2.356.668.005)| 0%
4201 Pendapatan Transfer 2.531.967.690.000 2531.967.690.000 ol 0%
Pemerintah Pusat y
4202 ';:‘::}F]’""a“ Transfer ANCar 258.713.566.567 256.356.898.562 (2356.668.005)| 1%
LAIN-LAIN PENDAPATAN
3 DAERAH YANG SAH 2 g 8l ..9%
Lain-lain Pendapatan Sesuai
43.03 dengan Ketentuan Peraturan 0 0 0 0%
Perundang-Undangan ;
Jumlah Pendapatan 4.329.752.442.663 4.379.996.272.873 50.243.830.210 1%
5  |BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 3.106.781.485.240 3.231.727.737.747 124.946.252.507| 4%
5.1.01 Belanja Pegawai 1.605.330.460.015 1.502.061.912.449 (103.268.547.566)] 6%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.770.677.860 1.480.176.343.126 139.405.665.266| 10 %
5.1.05 Belanja Hibah 160.596.887.365 247.403.282.172 86.806394.807| 54 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 83.460.000 2.086.200.000 2.002.740.000| 2.400 %
5.2 BELANJA MODAL 654.696.367.140 731.774.514.574 77.078.147.434| 12%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 16.237.362.411 11.053.868.693 (5.183493718)| 32%
Belanja M
5202 ety EoaL beralatan dag 120.904.180.534 127728951312 6824770778 6%
5203 Belanja Modal Gedung dan
2. B 111.596.847.753 97.406.868.405 (14.189.979348)| 13 %
gunan
Belanja Modal Jal
5.2.04 ya Modal Jalan,
A et 397.059.601.242 474.600.401.979 77.540.800.737| 20%
Belanja M
5.205 Lainnﬁ ogalAset ety 8.898.375.200 20.159.116.185 11.260.740.985| 127%
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 825.308.000 825.308.000 100%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.000.000 15.000.000.000 (35.000.000.000)| 70 %
53.01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000 15.000.000.000 (35.000.000.000)| 70%




RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURU

Lampiran |

Serdang
Nomor
Tanggal

-

KABUPATEN DELI SERDANG

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

. peraturan Daerah Kabupaten Delj

-

T KELOMPOK DAN JENIS

Bertambah/(Berkurang)

Kede Uraian Jumiah (Bp) %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) L_
5.4 BELANJA TRANSFER 545.274.590.283 573.901.153.965 28,626563,0821 5 %|
5401 Belanja Bagi Hasil 70.485.991.283 79.687.974.365 9.201.983.082| 13%
54.02 Belanja Bantuan Keuangan 474.788.599.000 494.213.179.600 19.424.580.600 4%
Jumlah Belanja 4.356.752.442.663 4.552.403.406.286 195.650.963.623 4%
Total Surplus/(Defisit) (27.000.000.000) (172.407.133.413) (145.407.133.413)| -539%
6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.000.000.000 174.907.133.413 129.907.133.413| 289%
6.1.01 i’ig;:::: 5:}:';:”S“eferl‘umnya 45.000.000.000 174.907.133.413 129.907.133.413| 289%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 45.000.000.000 174.907.133.413 129.907.133.413| 289%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000 2.500.000.000 (15.500.000.000)| 86%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 18.000.000.000 2.500.000.000 (15.500.000.000)| 86%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 18.000.000.000 2.500.000.000 (15.500.000.000)| 86%
Pembiayaan Netto 27.000.000.000 172.407.133.413 145.407.133.413| 539%

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2
Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0%

Bupati Deli Serdang
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